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BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: |3 TAHUN 2013

TENTANG

RINCIAN TUGAS JABATAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang . a. bahwa scbagal pelaksansan ketentuan Pasal 2 ayal (3)

Mengingat

Peraturan Pemcerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkal Dacrah, dan Pasal 164 Pcraturan
Dacrah Kabupaten Lampung Sclatan Nomor 06 Tahun 2008
tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
daecrah Kabupaten Lampung Sclatan sebagaimana iclah
diubah beberaipa kah terakhir dengan Peraturan Daeran
RKabupaten Lanmipung Sclatan Nomor 23 Tahian 20102, perlu
disusun Rincian Tugas Jabalan masing-masing Perangkal
Daerah;

Iy, bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana  dimaksud
dalam hurul a tersebut di atas, maka perlu menetapkan
Peraluran Bupall  tentang Rincian Tugas, Jabatan Dinas
Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 wnrang Penctapan
Undang-Undang Darural Nomor 4 Tahur 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Taliun 1956, Undang-Undang
Darural Nomor 6 Tahun 1956 tenlang  Poembeniukan
Dacrah Tingkal ! termasuk Kola Praja dalam Lingkungan
Dacrah Tingkat | Kabupalen Lampung Selatan scbhaga
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik  ndonesia
Tohun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

15

Undang-Undang Nomor & Tahun 1959 (enlang pokok-pokok
hepegawaian { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 [ Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomar 3890 );



€8]

6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Ncgara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 1437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4344];

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan  Keuangan antlara Pemerinwah Pusalt  dan
Pemerintahan Daerah ( Lcmbaran  Negara republik
indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (cntang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Llentang
Pengelolaan Keuangan Daerah { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4573 };

Pcraturan Pemerintah Nomor 3% Tahun 2007 lentang
Pembagian Pemerintahan antara Pemeriniah, Pemerintahan
Dacrah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupatlen/Kola ( Lembaran Negora Republilke [ndonesie
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisast Perangkal Dacrah [Lembaran Negara Republik
[Incdonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

. Pcraluran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006

lecnlang  Pedoman  Pengelolaan Kcuangan  Daerah
schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Mcenten Dalam Negert Nomor 57 Tahun 2007
lentang Pctunjuk Teknis Penaltaan Organisast Perangkat
Daeral;

Peraturan Dacrah Kabupatlen Lampung Sclutan Nomor 06
Tahun 2008 tenlang Pembentukan, Orgamsast dan Taia
herja Perangkal Dacrah  Kabupaten Lammpung Selatan
[lLembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaien
Lampung Selatan Nomor 06 ) sebagaimana (elah diubah
beberapa  kali, terakhir dengan Peraluran Dacrah
Kabupaten Lampung Selalan Nomor 23 Tahun 2012
{Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen
Lampung Selatan Nomor 23 J;



MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Daerah Kabupalcn Lampung Sclatan.

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupal adalah Bupati Lampung Selatan.
Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Sclatan.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung
Selalan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan
Kabupalen Lmapung Selatan.

7. Unit Pelayvanan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesalu
Dusunan Organisasi

Pasal 2
susunan Organisast Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
adalah schagal berikut :
|. Kepala Dinas;

2. Sekrelans, membawalht ¢
a. kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
¢. Kepala Sub Bagian Keuangan,

3. Kepala Bidang Perhubungan Darat, membawahi -
a. Nepala Scksi Angkutan OQrang Dalam Trayek;
I Kepala Seks) Angkutan Orang Luar Trayek:

¢. Kepala Scksi Angkutan Barang.

4., Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi :
a. Kepala Scksi Kepelabuhanan;
b. Kepala Seksi Angkulan Perairan dan Kesclamatan Pelayaran;
¢. Kepala Sekst Transportasi Udara.



5. Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Laiu Lintas,
membawahi:

1. Kepala Seksi Kesclamatan dan Teknik Sarana;
. Kepala Scksi Pembinaan dan Pengendalian LLAJ;

o

-~

>, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
vy, Urit Pelaksana Teknis; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Strukiur Organisasi

Pasal 3

Bagan suuktur organisasi Dinas Perhubungan lercantum pada lampiran
g 124 g P
dan mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

RINCIAN TUGAS JABATAN
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Tugus pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas Perhubungan sesuan
dengan tugas pokoek, dan Tungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan
melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Dinas Perhubungan agar
mclaksanakan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan
kerjasama  dan  koordinasi di bidang pelaksanaan dan  pengendalian
pembangunan di bidang Dinas Perhubungan dengan instansi pemerintah
dan organisasi lainnya, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kclancaran tugas di bidang Dinas
Pcerhubungan.

Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, rncian tugas Kepala Dinas adalah sebaga) berikut ;
a. mempersiapkan program dan kebijaksanaan leknis dibidang Perhubungan
dalam rangka pencapaian tujuan penvelenggaraan tugas pokok, [ungsi
dan kewenangan dinas;

. memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan
E E E_)
pelaksanaan program dan kebijuksanaan teknis dibidang perhubungan
agar sesual percncanaan yang lelah ditentukan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instanst terkait dalam
bidang perhubungan agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan
langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;

d. mempelajan peraturan perundang-undangan yvang berhubungan dengan
perhubungan sebagal acuan dalam pelaksanaan tugas;



¢. membag)r habis  tugas Dinas Perhubungan dibidang tehnis dan
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparalur yang beracda
dilingkungan Dinas Pcrhubungan mcmpunyal dan memahami beban
(ugas dan langgungjawabnya masing-masing;

[ memberi pelunjuk  tecknis dan pengarahan  scria himbingan  kepada
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindarn  terjadinya
pcnyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

g. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan Llentang langkah-
langkah dan kebjjaksanaan yang akan diambil dibidang pcndapatan
dacrah;

h. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil,

i. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan Lugas dari
bawahan, dan '

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang diberikan cleh atasan untuk

kclancaran pelaksanaan tugas;

Bagian kedua
Sekrelaris

Pasal 6

Tugas Pokok Sckretaris adalah melakukan koordinas) penyusunan program
dan rencana kerja dinas, pengelelaan urusan umuin, rumah tangga, surat-
menyurat, kcpegawalan, perlengkapan, melaksanakan  evaluast  dan
pelaporan kegiatan dinas serta mengelola administrasi urusan kcuangan
lcantor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku untuk
kclancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan ugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6, rincian tugas Sekretaris adalah scbagai berikut ;

a. melaksanakan  koordinasi  dengan  scluruh Bidang  dalam  rangka
penvusunan  program  Kerja  Dinas  Perhubungan  scbagal  pedoman
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serla rencana kerja
Sclretaris unwuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan (ugas;

. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas dibidang ketalausahaan, agar dapat tcrlaksana program dan
rcncana kerja yang tclah disusun;

c. mengelola urusan umumn, rumah tangga, administrasi surat-mcenyurac
dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkupan
kantor;

o, merumuskan program dan rencana kerja bekerja sama dengan unit kerja
lerlealt, melaksanakan cevaluasi dan merumuskan lapnran kegiatan pada
[Dinas Perhubungan dan laporan kegiatan kotatausahaan kantor;
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1m.

~mengelola administras) keuangan yang melipull penyusunarn anggaran

Ll
Dinas pembukuan pertanggung jawaban scrta penyusunan kKeuangan
kantor;

mcmpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
Dinas Pcrhubungan serta peraturen perundang-undangan  yang
berhubungan  dengan  ketatausahaan  sebagal  landasan  dalam
pelaksanaan tugas Sekretaris;

membagi habis tugas pada Sckrectarias kepada bawahan, agar setiap

aparalur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-
masing;

cmenerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan scbagal masukan

uniuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kcria
sclanjuinya;

membina darnn memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu
meclalksanakan Lugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;
mengevaluasi hasil kerja hawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil
kerja lebih lanjut;

.melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

membual laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggung jawaban
kerja dan masulkan untuk diyadikan bahan dalam menyusun program dan
rencana kerja Dinas lebih lanjut; dan

mclalksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan, scsual
dengan petunjuk dan keteniuan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Tugas pokok kepala Sub DBagian Umum dan Kepegawalan adalah
melaksanakan sebagian tugas bagian tata usaha di bidang surat-menyurat,
lkearsipan, perbckalan, peralatan dan perawatan, kcepegawaian, hubungan
kemasyarakatan, dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan
dinas, kcolahragaan, kctatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya.

Pasal &

Untok menyelenggarakan tugas pokok sebapgaimana dimaksud dalam Pasal

8,

rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai

herikul :

il

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dilingkungan bagian tata usaha dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pckerjaan;



b
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menginventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan
dengan bidang tugas Sub Bagian Umumn dan Kepegawalan dan menyusun
hahan untuk pemecahan masalahnva;

> melaksanakan pcnataan administarst sural-menyural untuk

mcempermudah proses lebih lanjut;

.membenikan pelayanan kepada masyarakal yang bersangkutan urusan

kcdinasan;

- melaksanakan tugas rumah tangga dinas yang meliputi pelayanan

angkutan dan akomodasi, pemehharaan sarana dan prasarana kantor
serta perjalanan dinas;

mcngumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan
perbekalan peralatan dan perawatan termasuk penyimpanan, penggunaan
dan penghapusan barang untuk keperluan rumah tangga dinas;

. menytapkan dan memantau penyediaan tcmpat dan perlengkapannya

uniuk keperluan pelaksanaan rapat dan pertemuan dinas lainnya;

~melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan

Kepala Dinas;

membina kegialan keolahragnan, keleruban, kehumasan dan
ketatalaksanaan lingkungan Dinas;

melaksanakan pcnelaahan dan pelayanan kepustakaan Dinas;

mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data
dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;

menviapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian
vang meliputt usulan kenaikan pangkal, usulan mutast jabatan,
penyelesaian kenatkan gaji berkala, proses pemberian surat cull, proses
usulan pensiun serla pemberian sanlksi alas pelanggaran  peraluran
kepegawatan;

mengumpulkan, menyusun dan mengolali data bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, melode
dan proscdur kerja serta pendayagunaan aparalur,

menginventarisasikan, permasalahan-permasalahan vang berhubungan
dengan bidang kehumasan dan layanan informasi, baik melalui mcdia
cetak maupun elektronik;

rmemimpin, mengarahkan dan memotivas) aparatur Non strukiural umum
i lingkungan sub  Bagian Umum dan Kepegawaien agar dapal
mclaksanakan lugas sceara berdaya-guna dan berhasil-guna;

membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepepgawaian kepada
aparatur Non Struklural Umum scbagar bawahannya agar setiap personil
memnahami tugas dan langgungjawab masing - masing;



q. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membual laporan pelaksanaan tugas kepada atasan schagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut dan;

r. mclaksanakan lugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Pasal 10
Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah melaksanakan
sebaglan tugas perencanaan di bidang rcnecana kerja dinas, yang meliputi

pengumpulan data, pcnyajian data, pclaporan data dalam lingkup
perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyclenggarakan tugas polkok schagaimana dimaksud dalam Pasal

10, nncian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebaga berikut

a. melakukan sinkronisast dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnya
dilingkungan bagian tata usaha dalam rangka pcnvusunan program kerja
Sub Bagian Perencanaan untuk dijadikan pedoman dalamn pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisast  permasalahan-permasalahan yang  berhubungan
dengan bidang lugas Sub Bagian Pcrcncanaan dan menyusun bahan
untuk pemecahan masalahnya;

¢. mclaksanakan pengumpulan data rutin dan pembangunan perhuhungan;

. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan peyusunan rencana
prdoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penalaan sistem melode
dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur;

¢.inengolah dan menganalisa data rutin dan pembangunan perhubungan;
I miclaksanakan penyajlan data rutin dan pembangunan perhubungan;
a. menyusun dala statistik perhubungan;

I menylapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin
pembangunan;

. menylapkan  babhan  kerjasama  teknik  untuk  menverap  aspirasi
masyarakat dalam pembangunan perhubungan;

J. menyiapkan baban koordinasi dan penyusunan Dokumcen Pelaksanaan
Anggaran { DPA ) lingkup Dinas Perbubungan;

k. memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan supava sesuai dengan
rencana yang lelah disusun:

L. memantau dan mengevaluasi semua pclaksanaan kegiatan pembangunan
perhubongan  menyusun  laporan-laporan  pelaksanaan  rencana  dan

program rutin dan pembangunan perhubungan;

m. mclaksanakan  peayusunan  laporan  akuntabilitas kinera  Dinas
FPerhubungan;



n.

0.

-

menghimpun dan menyususn laporan bulanan, Ltriwualan, semester, dan
tahunan Dinas Perhubungan;

mclaksanakan analisis, interprestasi laporan pengawasan fungsional
untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan Dinas
Perhubungan, masing-masing sub  bagian  pada  bagian  sekretariat
dipimpin olch secorang kepala sub bagian perencanaan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada sekrelariat;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umuin
dilingkungan Sub Bagian Percncanaan agar dapal melaksanakan tugas
secara berdayaguna dan berhasilguna;
membagl habis tugas Sub Bagian Pcrencanaan kepada aparatur Non
Struktural Umum scbagal bawahannya, agar setiap personil memahami
tugas dan tanggung jawab masing -masing;
mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbagal
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang diberikan oleh atasan; dan
mengevaluast hasil pelaksanaan tugas hawahan.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagain
tugas Baglan Tala Usaha dibidang administrasi keuangan yang meliput
penvususnan anggaran Dinas, pcmbukuan dan pertanggungjawaban scrta
laporan keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai bertkut .

.

melakukan sinkronisasi dan korelast kerja dengan Unil Kerja lainnya
dilingkungan Baglan Tata Usaha dalam rangka penyusunan program
kerja Sub Baglan Keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

.menginvenlarisasi  permasalahan-permasalahan yang  berhubungan

dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan menyusun bahan untuk
pcmecahan masalahnya;

. mengumpulkan pelunjuk teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, serla mengumpulkan bahan  penyusunan Anggaran  dan
Pendapatan Belanja Dinas;

.mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebuluhan kcuangan Dinas;

. menyinpan dalam rangka penyvusunan rencana pcrubahan anggaran

Dinas;



[ melakukan administrasi pembukuan scrta sistematis dan  kronologis
sesual dengan kctentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk memudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan Dinas;

g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan
anggaran belanja Dinas rutin maupun Pembangunan;

h.omemproses usul pengangkatan atau pemberhentian pimpinan pclaksana,
alasan langsung bendaharawan, pemegang ruang lingkup Dinas
Perbubungar;

1. melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan
perbendaharaan;

j. menyeclengarakan pembukuan, penghitungan dan verifikasi pertanggung
Jawaban keuvangan;

k. mcmberikan bimbingan penyeclesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaa;

. menyclenggarakan penataan  dokumen keuangan dan  penyusunan
laporan realisasi anggaran;

m. ynemimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum
dilingkungan Sub Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan tugas
sccara berdaya-guna dan berhasi-guna;

n. membagl habis tugas Sub Bagian Keuvanpan kepada aparatur Non
Suruktural Umumn sebagal bawahannya, agar setiap personil memaharru
lugas dan langgung jawab masing-masing;

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun dala dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjul;

p. mclaksanakarn tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

q. mengevaluast hasil pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Perhubungan Darat
Pasal 14

Tugas pokok Kepala Bidang Perhubungan Darat adalah melakukan
kaordinasl penyususan program kerja Dinas di Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 15

Untuk mecnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14, rincian tugas Kepala Bidang Perhubungan Darat adalah sebagai berikut -

a. melaksanakan koordinasi dengan scluruh Bidang dan Sekretaris dalam
rangka penyusunan program kerja Dinas Perhubungan schagal pedoman
penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Dinas serta rencana kerja
pada Bidang Perhubungan Darat untuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;



b, memuimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas dibidang angkutan orang dalam iravek, angkutan orang luar travek,
angkutan barang agar pclaksanaan tugas dapat berjalan sesual program
kerja vang Lelah disusun;

c. menylapkan penyelenggaraan pernbinaan bimbingan woknis dan savana

Perhubungan Darat,
d. menyiapkan pola jaringan trayek angkutan pedesaan dan angkutan
pcrdesaan;

¢. menginventarisasi  dacrah-dacrah bangkitan baru;

[ menyiapkan pcmbinaan teknis sarana Perhubungan Darat;

g. menyiapkan pengawasan, pengendalian dan opcrasional  Perhubungan
Daral;

b mempelajart peraturan perundang-undangan vang berhubungan dengan
Dinas  Perhubungan serta  peraturan  perundang-undangan  vang
berhubungan dengan Bidang Perhubungan Daral sebagar Jandasan dalam
prlaksanaan tugns bidang Perhubungan Darat

. membagl habis tugas pada bidang Perhubungan Darat kepada bawahan,
agar sctiap aparatur yang ada memahami tugas dan langgungjawabnya
MasSINg-Mmasing;

J. menerima mempelajari laporan dan saran dari hawahan sebagal masukan
untuk dyadikan bahan dalam menyusun program kerja sclanjutnya;

l. membina Memberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas
sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;

. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyvusunan hasil kerja
lebih lanjut;

. Melakuikan kerjasamea dengan unil kerja yang ada guna menunjang
kelancaran pelaksanaan nigas;
n. membual laporan kepada Kepala Dinas scebagal masukan untuk dijadikan
bihan dalam menvusun program kerja cdinas lebih lanjurt; dan

o. mclaksanakan (ugas kedinasan lain vang diberikan olch atasan, scsuai
dengan petunjuk dan keteniuan yang berlaku.

Kepala Seksi Angkutlan Orang DRalam Trayek
Pasal 16
Tugas  pokale Kepala Sckst Angkutan Orang Dalam Trayck adalah

melaksanakan  scbagian tugas  Bidang  Perhubunwan Darat  dalam
menyvelenggarakan angkutan orang dalam trayelk.



Pasal 17

Untuk menyclenggarakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
rincian tugas Kepala Scksi Angkutan Orang Dalam Trayek adalah sebagal
herikut :

a.

.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lamnnva
dibidang bina program dalam rangka penyusunan program kerja Seksi
Angkutan Orang Dalam Trayek untuk dijadikan pcdeman dalam
pclaksanaan pckerjaan,

.menginventariskan  permasalahan yang berhubungan dengan bidang

tugas seksi angkutan orang dalam trayelk dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya,

Lomenyiapkan  bahan  penyusunan  jaringan  ravek  dan penelapan

kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilavalh pelayanannya dalam
Kabupaten;

. menylapkan bahan dan memproses 1zin trayck angkutan umum;

. menylapkan bahan dan memproses [zin Trayek Angkutan Pedesaan

dalam Kabupalen;
mcnylapkan rekomendaslt asal/tujuan pclayanan angkulan kota dalam
Provinsi (AKDP) di Kabupatcn;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparalur Non Struktural Umu
dilmgkungan Scksi Angkutan Orang Dalam Travck agar dapal
melaksanakan lugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

.membagl habis tugas Seksi Angkutan Orang [Dalam Trayelk kepada

aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil
memahami lugas dan langgung jawab masing-masing;
mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun data darl bawahan scbagai

bahan untuk membuat laporan pelaksanaan (ugas kcpada atasan sebagai
masukan dalam program lebth lanjut;

mengevaluast hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempuranaan
hasil kerja lebih lanjut; dan

. mclaksanakan (ugas kedinasan lain yang diberika oleh atasan scsual

dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku,

Kcpala Scksi Angkutan Orang Luar Trayvek

Pasal 18

Tugas pokok Kepala Seksi Angkutan Orang Luar Trayek adalah
melaksanakan  scbagai  (ugas Bidang Perhubungan Darat dalam
menyelenggarakan angkutan orang luar trayek.



Pasal 19

Untuk menyclengparakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
rincian tugas Kepala Scksi Angkutan Orang Luar Trayck adalah scbageu
nerikut

zl.

b.

L

g

melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan umt kerja lainnyva
dimdang bina program dalam rangka pcnyusunan program kerja Scksi
Angkutan Orang Luar Trayek untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pckeraan;

menginventariskan  pcrmasalahan  yang berhubungan dengan bidang
tugas seksi angkutan orang luar trayck dan menyusun bahan untluk
pemecanan masalahnya;

. menylapkan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan

untuk angkutan taksi yang wilayah pelayvanannya dalam Kabupalen:

.menylapkan bahan dan memproses pemberian izin Operasi Angkulan

Taksr yvang melayani khusus untuk layanan kendaraan dar tempat
terientu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggl/ wilayah opcerast
dalam Kabupaten;

menyiapkan bahan dan memproses pemberian Izin Anglkutan Sewa
berdasarkan Kuola vang dilclapkan Pemerintah;

menylapkan bahan penvusunan dan penetapan pcelavanan angkulan
kereta api;

. memimpin, mengarahkan dan memolivast aparatur Non Struktural Umu

dilingkungan  Seksi Angkutan Orang Luar Trayek agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhastl-guna;

.membagl habis tugas Seksi Angkutan Orang Luar Trayek kepada aparatur

Non  Struktural Umum  sebaga) bawahannya, agar selbap personil
mcmahami Lugas dan tanggung Jawab masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dan bawahan schagas
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai

masukan dalam program lebih lanjul;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hasi] kerja lebih lanjut; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberika oleh atasan sesual

dengan petunjuk dan kctentuan yang berlaku.

Kepala Scksi Angkutan Barang

Pasal 20

Tugas pokok Kepala Seksi Angkutan Barang adalah melaksanakan sebagian
tugas Bidang Perhubungan Daral.



Puasal 21

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal

20,rincian tugas Kepala Scksi Angkulan Barang adalah scbagai berikut -

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dibidang bina program dalam rangka penyusunan program kerja Scksi
Angkutan Barang untuk dijadikan pedoman  dalam  pelaksanaan
pekerjaan;

b, menginventlariskan permasalahan  vang berhubungan  <dengan bidang
tugas seksi Anglkulan Barang dan menyusun bahan untuk pemecahan

masalalhinya;

comelaksanakan penyidikan  pelanggaran undangz-undang Lalu Linlas
Angkutan Jalan, Peraturan Dacrah dibidang Angkutan Barang;

d. memimpin, mengarahkan dan memoltivasi apauratur Non Struktural Umu
dilingkungan Sckst Angkutan Barang agar dapat melaksanakan lugas
sceara berdaya-guna dan berhasil-guna;

c. mecmbagl hahis tugas Scksi Angkulan Barang kepada aparatur Non
Struktural Umum sebagail bawahannya, agar seliap personil memahami
iugas dan tanggung jawab masing-masing;

[ mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data darl bawahan scbagm
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan schagzan
masulan dalam program lebih limjut;

g mengevaluast hasil pelaksanaan tugas bawahon unluk penycmpurnaan
hasil kerja lebih lanjul; dan

h.melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberika oleh atasan scsueau
dengan pelunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Pasal 22

Tugas pokok Kepala Bidang Perhubungan Laul dan Udara adalah
melakukan  koordinasi  penyusunan  program  kerja  dinas  dibidang
Perhubungan Laut dan Udara.

Pasal 23

Untuk menyclenggarakan tugas pokok scbhagaimara dimaksud dalam Pasal
N

22,0 rincian tugas  Kepala Bidang Perhubungan Laul dan Udara adalah
schagar berikul -

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sckretarts  dalam
rangka penyusunan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman
penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Dinas serla rencana kerja
pada Bidang Perhubungan Laul dan Udara untuk dijadikan bahan acuan
dalam pelaksanaan tugas;



h.

. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan

tugas dibidang Kepelabuhanan, angkulan perairan dan keselamatan
pclayaran, serta lransportasi udara sesuai dengan peraturan yang berlaku
agar pclaksanaan tugas dapat berjalan scsual program kerja yang lelah
disusun;

- mulaksanakan  pembinaan  dan  penyelenggaraan  manajemen  scrla

rckayasa lalu lintas, angkutan jalan, dan leknik sarana;

. meclaksanakan pengawasan  dan  pengendalian  opcrasional  Bidang

Perhubungan Lautl dan Udara;

. menylapkan penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis Perhubungan

Laut dan Udara;

mempclajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
Dinas Perhubungan scrta peraturan  perundang-undangan vang

berhubungan dongan Bidang Perhubungan Laut dan Udara scbagal
landasan dalam pclaksanaan tugas bidang perhubungan Laut dan Udara,;

. membagi habis tugas pada bidang Perhubungan lLaut dan Udara kcpada

bowahan, agar setiap aparatur yang ada memahami (ugas dan
Langgungjawabnya masing-masing;

mencrima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagar masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja sclanjutnya;
membina,memberikan  motifasi kepada bawahan agar melaksanakan
fugas sccara berdava-guna dan berhasil-guna;

mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagail bahan penyusunan hasil kerja
lebih lanjut;

. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

membual laporan kepada Kepala Dinas sebagal masukan untuk dijadikan
buhan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan

mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesual
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku,

Kepala Seksi Kepelabuhanan
Pasal 24

Tugas pokok Kepala Seksi Kepelabuhanan adalah melaksanakan schagian
(ugas Bidang Perhubungan Laut dan Udara dalam pengendalian dan
pengawasan kKepelabuhanan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
rincian tugas Kepala Scksi Kepelabuhanan adalah sebagai bertkut :

.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dibidang bina program dalam rangka penyusunan program kerja Seksi
Kepelabuhanan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan:
menginventiarisas)  permasalahan-permasalahon yang  berhubungan
dengan bidang tugas Selksi Kepelabuhanan dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalah;



d.

fy

.

o

q.

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional Kepelabuhanan;

menyiapkan  bahan  pengendalian dan  evaluasy prlaksanaan tugas
Kepelabuhanan;

mcnyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan pihak keliga
dalam  Kepelabuhanan, pemanduan, pengerukan dan reklamast
Kepelabuhanar;

menylapkan bahan  pelaksanaan  koordinasi  instanst  terkait dalam
penentuan batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP), penelapan lokasi pelabuhan umum, Dermaga Untuk
Kepentingan Sendiri (DUKS) serta Pelabuhan Khusus (PELSUS);

. menylapkan  bahan  rekomendasi  pembangunan  pelabuhan  umum,

Pclabuhan  khusus, Dermaga untuk kepentingan  sendiri  scrla
rekomendasi 1zin kegiatan pengerukan dan reklamas) pelabuhan yang
berdampak terhadap keselamatan pelayvaran dan lingkungan;

. menyiapkan  bahan  penyusunan, urusan rencana  pembangunan,

rehabilitasi fasilitas dan peralatan pelabuhan;

menylapkan bahan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan dan
kinerja operasional pelabuhan;

menylapkan  bahan  laporan  operasional  Kepelabuhanan  scoara
berkala/khusus;

. menylapkan Dbahan  penetapan bahan rekomendasi rencana induk

pelabuhan penyeberangan, DLKR/DLKP vang terlctak pada jaringan jalan
KRepelabuhanan ;

3

menetapan rencana induk, DLKR/DLKP pelabuhan penycberangan yang
terletak pada jaringan jalan Kabupaten;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum
dilingkungan Seks:1 Kepelabuhanan agar dapal melaksanakan tugas
sceara berdayaguna dan berhasilguna;

~mcmbagl habis  tugas Seks:t Kepelabuhanan kepada aparatur Non

Strukiural Umum sebagai bawahannya, wgar setiap personil memahami
tugas dan tanggung jawab masmg-masinig;

mcengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut,

- mengevaluas) hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan

hasil kerja lebih lanjut; dan

meclaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan vang berlaku.



Sekst Angkulan Perairan dan Keselamalan Pelayaran
Pasal 26

Tugas pokok Kepala Scksl Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Laut dan Udara
dalam pengendalian dan pengawasan Angkutan Perairan dan Keselamatan
Pelayaran.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan (ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
rincian lugas Kepala Scksi Angkulan Pcrairan dan Keselamatan Pelayaran
adalah sebagai berikut :

.

d.

=

it

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit Kerja lainnva
dibidang bina program dalam rangka penyusunan program kerja seksi
Angkutan Pcrairan dan Kesclamatan Pelayaran untuk dijadikan pedoman
dalam pclaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan
dengan bidang tugas Scksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah;

menylapkan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Angkutan
Perairan dan Keselamatan Pelayaran serta sertilikasi serta dokumen awak
kapal;

menyiapkan  bahan  koordinast pclaksanaan  penanggulangan  darurat
pencemaran peraran darl kapal, dan pembinaan ailas tcrselenggaranva
pengadaan (asilitas penampungan limbah dari kapal;

menyusun rencana penetapan batlas-balas alur pelayaran di wilayahnyva;

memarntlau dan menyiapkan rekomedasi penctapan perubahan batas-
butas perauran DLKR/DLKP Pelabuhan dart segi kesclamatan pelayaran;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan data tentang kecelakaan kapal
vang lerkail dengan kegiatan salvage, kerangla kapal, rintangan bawah
air, kontruksi, instalasi bawah air, [lasilitas lenaga kerja penunjang
kegiatan  salvage, pckergaan bawah air, fasilitas  peralatan  dan
pembangunan kapal;

. menyviapkan bahan pembersihan rintangan bawah air yang mengganggu

g
keselamatan pelayaran, oleh gerak kapal;

menylapkan  bahan koordinasi bimbingan, evaluas:  pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan Uniu Pelaksanaan Tckms (UPT) di bidang
survey teknis pengangkatan kerangka kapal dari laut (salvage), pekerjaan
bawah air, kegiatan penyelamalan, penggunaan  Sarana  Pengujian
Kecepatan Kapal (SPKK), Sarana Pengujian Gaya Tarik (SPGT) dan sarana
pengujian Lainnya;

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan operasi dan bantuan SAR
perairan,



k. melakukan cvaluasi hasil pelaksanaan tugas petugas, sarana penjagaan
dan penyelamalan pcrairan dan pclavaran;

[. menyiapkan bahan operasional, laporan kondisi, Kerawanan, pengawasan
pelaporan, dan penggunaan senjata api dinas;

m. menylapkan bahan pengawasan pemberian sural ukur, surat pendaltaran
dan serlilikal pengawasan kapal serta sural landa Kkebangsaan kapal
sungai dan danau;

n. rnernirmpin, mengarahkan dan memotivast aparatur Non Struktural Umum
dilingkungan Seksi Angkulan Perairan dan Keselamalan Pelayaran agar
dapar melaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna;

o membagl habis  tugas  Scksl Angkutan  Perairan  dan Keselamatan
Poiayaran kepada aparatur Non Strukitural Umum scbagan bawahannya,
agar scliap personil memahami lugas dan tangguny jawab masing-masing:

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun dati dari bawahan scbagai
bahan untuk mcmbual laporan pelaksanaan tugas kepada alasan scbagai
masukan dalam penvusunan program lebih lanjut,

¢. mengevaluasi hasil pelaksanaan (ugas bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai
dengan perunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Scksi Transporlasi Udara
Pasal 28

Tugas  pokok Kepala Sckst Transportast Udara adalah melaksanakun

schagian tugas Ridang Perhubungan Laul dan Udara dalam pengendalian

dan pengawasan tramsparlasi udara.
Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

rincian tugas Kepala Seksi Transportasi Udara adalah sebagai berikul :

a. melakulkan sinkronisas:) dan korelasi kerja dengan unil kerja lainnya
dibidang bina program dalam rangka penyusunan program kena scksi
Transportasi Udara untuk dyadikan pedoman dalam pelaksanaan
pckerjaan;

b. menginventarisasi  permasalohan-permasalalian yvang  berhubungan
dengan bidang wugas Scks) Transportast Udara dan menyusun bahan
untuk pemecahan masalah;

¢. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan taril penerbangan yang
telah ditetapkan;

d. menviapkan bahan pengawasan pelaksanaan kontrak-kontrak sewa di
Bandara.



c. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum
dilmgkungan Scksl Transportasi Udara agar dapal mclaksanakan tugas
sceara berdayaguna dan berhasilguna;

I. membagi habis lugas Scksi Transporlasi Udara kepada aparatur Non
wlruktural Umurn sebagal bawahannya, agar setiap personil mcmahami
lugas dan tanggung jawab masing-masing;

¢. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
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masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja Iebih lanjut; dan

J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsuai
dengan petunjuk dan keitentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Pecngendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 30
Tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu

Lintas adalah melakukan koordinasi pcnyusunan program kerja dinas
dibidang Pengendalian Operasional dan Rekavasa Lalu Lintas.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal

30, rncian tugas Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekavasa

Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

a. melaksanalkan koordinasi dengan scluruh Bidang dan Sekretaris dalam
rangka penyusunan program kceria Dinas Perhubungan sebagai pedoman
penyusunan Angearan Pendapatan dan Belanja Dinas serta renciana Kerna
pada Bidang Perhubungan Davat untuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

h. menginventariskan  permasalahan  yang berhubungan dengan bhidang
tugas seksi pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas dan
menyvusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. melaksanakan pembinaan dan penyclenggaraan manajemen dan rckayasa
luha lintas, angkutan jalan, dan teknik sarana;

d. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional di  Bidang
Perhubungan Darat;

e, menympkan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta
pemberian bimbingan teknis perbubungan darat;

I, memimpin, mengarahkan dan memolivasi aparatur Non Strukiural Umu
dilingkungan Bidang Pengendalian Opcerasional dan Rekayasa Lalu Lintas
agar dapal meclaksanuakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;



g. membagl habis tugas Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa
Lalu Lintas kepada aparatur Non Struktural Umum scbagai bawahannya,
dagar seliap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;

. penyiapan penyclenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas scrla
pemberian bimbingan teknis perhubungan darat;

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyvusun dato dari bawahan scbagar
bahan untulk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagail
masukan dalam prograwmn lebih janjut;

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempuranaan
hasil kerja lebih lanjut; dan

lk. rnclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberika oleh atasan scsual
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Scksi Keselamatan dan Teknmik Prasarana
Pasal 32
Tugas pokok Kepala Scksi Seksi kesclamatan dan Teknik Prasarana adalah

melaksanakan  scbaglan  lugas Bidang Pengendalian  Operasional dan
Rekavasa Lalu Lintas di Bidang Kesclamatan dan Teknik Prasarana.

Pasal 33
Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
rinclan (ugas Kepala Scksi Kesclamatan dan Teknik Prasarana adalah
scbagal berikud -
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dilingkungan sekretariat bidang bina program dalam rangka penyusunan
prokram kerja dan rencana keria Seksi Keselamatan dan Teknik

‘rasarana untuk dijadikan pcdeman dalam pelaksanaan tugas;

b menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugas Scksi Keselamatan dan Teknik Prasarana dan menyusun bahan
uniuk pemecahan masalahnya ;

. menylapkan pengesahan rencana bangunan lerminal penumpang;

d. menylapkan persetujuan pengoperasian terminal penumpang;

o

. menylapkan  bahan  pencntuan  lokasi, wpengadaan, pemasangan,
pcmeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendalian dan
pengembangan pcemakai jalan  seria  fasilitas  pendukung dyalan
kabupaten;

[, menylapkan bahan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan;
g. melaksanakan / menentukan pengujian berkala;
h.melaksanakan / menentukan perparkiran;

i. pengkajan moda pelayanan alternative kereta apr di wilayah kabupaten;



J. menylapkan bahan perizinan penggunaan jalan sclain untuk kepentingan

lalu lintas dijalan kabupaten dan jalan propinsi/Negara yang berada
dalam ibukota kabupaten;

. menytapkan bahan penyidikan pelanggaran undang-undang lalu lintas
angkutan jalan, Pcraturan Daerah kabupaten lampung selatan dibidang
lalu intas dan angkutan jalan;

L. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umurn
dilingkungan Sekst Kcesclamatan dan Teknik Prasarana agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

m. membagl habis tugas Seksi Keselamatan dan Teknik Prasarana kepada

aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil
mcemahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

o. mengevaluast hasil pelaksanaan tugas bawahan uniuk penyempurnaan
hasil kerja lebth lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh atasan sesuai
densgan Petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Scksl Pembinaan dan Pengendalian LLAJ
Pasal 34

Tugas pokok Kepala Seksi Seksi Pembinaan dan Pengendalian LLAJ adalah
mclaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Operasionat dan
Rekayasa Lalu Lintas di Bidang Pembinaan dan Pengendalian LLAJ.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
rielan tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian LLAJ odalah
sebagal berikut :

a4. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kcerja lainnya
dilingkungan sccrelariat bidang bina program dalam rangka penyusunan
program kerja dan rencana kerja scksi Pembinaan dan Pengendalian LLAJ
untulk dijadikan pedoman dalam pclaksanaan Lugas;

b. menginventariskan permasalahan  yang berhubungan dengan bidang
tugas seksi Pembinaan dan Pengendalian LLAJ dan menyusun bahan
untuk pemecahan masalahnya ;

c. menylapkan bahan pengawasan dan pengendalian opcrasional terhadap
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas dijalan kabupaten;



fl.

l.

e

menviapkan bahan penyusunan dan penetapan juringan lintas angkutan
barang pada jarnngan jalan kabupaten;

. menyclenggarakan  pencegahan dan  penanggulangan  kecelakaan  lalu

lintas dijalan kabupalen dan jalan propinsi/Negara yang berada dalam
ibukota kabupaten;

memeriksa kendaraan dijalan sesuai kewenangannya;

. imemberikan  rekomendasi pernizinan penggunaan Jalan  selain untuk

kepentingan lalu lintas dijalan kabupaten dan jalan propinsi/Negara yang
berada dalam ibukota kabupaten:

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umurm
dilingkungan  Sckst Pembinaan dan Pengendalian LLAJ agar dapat
melaksanakan lugas secara berdava-guna daa berhasil-guna;

membagi habis (ugas Seksi Pembinaan dan Pengendalian LLAJ kepada
aparatur Non Strukiural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbaga

bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut,

. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan

hasil kerja lebih lanjut; dan
mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsual
dengan pelunjuk dan ketentuan yang beriaku,

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 36

Tugas pokok Kepala Scksi Mangjemen Rekayasa Lalu Lintas adalah
melaksanakan sebagal tugas DBidang Pengendalian  Operasional dan
Rekayasa Lalu Lintas di Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 37

Unluk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,
rincian lugas Kepala Scksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah  sebagai
berikul

el

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dilingliungan sekretariat bidang bina program dalam rangka penyusunan
program kerja dan rcncana kerja scksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
unttuk dijadikan pedoman dalam pclaksanaan tugas;

.nenginventarnskan permasalahan yvang berhubungan dengan bidang

tugas scksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan menyusun bahan
untuk pemecahan masalahnya ;



¢. merencanalkan, mengadakan, dan memelihara rambu-rambu marka jalan,
alat pemberi 1syarat lalu linias, alat pengendall dan pengamanan pemelkeu
jalan, alat pengawasan pengamanan jalan serta [asilitas pendukung lain
AR

ci. miemberikan  pelayanan  lelinis di bidang Manajemen Rekayasa Lalu
LinviLas;

Comenyasun jarinegan basporkisi plan kabupalen;

[ memvusun dan menclapkan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;

. menyelenggarakan manajernen dan rekavasa lalu lintas jalan kabupete
dan jalan propinsi/ Negara vang berada dalan ibukota kabupaten;

I menvyelenggarakan analisa dampal Talu lintas dijalan kabupaten;

L menginventarisas) dan analisis angks pelanggaran dan kecelakaan lalu
lintas di jalan kabupaten;

j. menginventarisasi dan analisis sifuasi arus lalu lintas di jalan kabupatcn:

k. menginvenlarisas) dan analisis kebutuhan angkutan orang dan harang.

con

b menginventarisast  dan  analisis  kelersediaan  atau  daya  tampung
kendaraan di jelan kabupaten;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

hutentuan Jain mengenal Unit Pelayanan Teknis Dinas, akan ditctapkan
calam Peraluran Bupatll tersendiri.

Pasal 39

Hal-hal yang beluin dialur dalam Peraturan Dacrah ini, sepanjang mengena
pelaksanaan tugas akan dialaur lebih Janjut oleh Kepala Dinas sesual dengan
ke bartthan dengan mengacu kepada peraluran perundang-undangan vang

[

e riae.
Pasal 40

Paca saat Peraturan Bupall ini mulal berlaku, maka Peraturan Bupar
Lempung Selatan Nomor 33 Tahun 2008 tenlang Rincan ‘Tugas Jabatan
Diras Perhubungoan, Nomumbkasi dan Inlormatika Kabupaten dicabul dan
dinvarakan tidak berlaku.



Pasal 41
Pocaturan Bupal inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sellap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

inl dengan pencmpatannya  dalam  Berila Dacrah Kabupaten Lampung
Sclatan,

Ditetapkan di Kahanda
pada tanggal 4 faman 2012

i

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZPp

Diundangkan di Kalianda
Pacla tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ISHAK
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